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ABSTRAK 

npsi ini berjudul "Kedad■ka■ Hakum Rak Taaggtanpn Deapa Objelt IIAk 
h.k.ai Alu Tanab.". Dalam Perudisan Skripsi ini dengan mmggunakan metode 
=tif yaitu metode yang berswnber daci data - data kepustakaan serta peraturan 

penmdang-Wldangan yang berlaku, Sclain metode nonnatif penulisan Skripsi i.ni juga 
c.culrung dengan me1ode empiris yaitu metode yang bersumber langsung dari data­
'3m lapat1gan dengan menggunakan metode wawaocara. Bak Pakai At.as Tanah 
=iliki jangka waktu terhadap hak lersebut clan apabila Bak Pakai Aw Tanah 
ICSdlut telah habis maka Hale Tanggungan terhadap Objelc. Bak Tanggungan tersebut 

ikut hapus ha! ini sebagaimana ketentuan Pasal 18 UUHT dengan demilcian 
edudukan lacditur prcfercn Y"D8 diatur dalarn ketcntuan Pasal l ayat l UUHT tidak. 

laia berlak.u lagi sehingga kedudukan menjadi kreditor kookureo. Berda.sarkan 
utcotuan Pasal 6 UUHT yang meojelasbn tentang waopreswi yang dilalcukan oleb. 
odlitllt yang menyaw:.an bahwa pemegang Hak TUl88Wl8an pci1ama mcmpunyai 
ta: IIIJlUk menjml obyek Hat TUJSl!UIIPll ciao meogambil pellllllSllll piutangnya 
di!n basil penjualan tersebut. Dao apabila jangka waktu Hat Paw Atas Tanab 
laX:bu1 telah habis clan Oebitur mdakukan wanprestasi aka.o berlak.ulab keteotuao 
iP'asal 1131 clan Pasal 1132 KUHPmlata. Dengao demik.ian dalam prakteknya Bank. 
l:idu: akan meoerima Rak Pakai Atas Tanah sebapi objek Hat Tanggungan 
~•n didalam UUHT scodi.ri mengakomodasi Hak Pakai Aw Tanab tenebut 
3d,,ap.i Objek: Halt Taoggungan clan Sulimya eskesusi temadap Halt Pakai Atas 

mah yang dijadikan objek. hak taDggUll(ll(l kamia telbatasnya jaogka waktu Halt 
Plkai Atas Tanah tersebut ,ehingan upaya pencephan yang dapat dilakukan 
ucditor agar tidak terjadinya wmpreswi 
I:.. X1111ci : Bak Taaggapa, Bait Palw Atas Tu.ala, Keclaclab■ Kredinar 

Palembang, Januari 2018 
Oi,etujui Oleh : 

Pcmbimbing Utania, -:t_i-
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. 
rrP: 196511011992032001 

Hj.~H., MJL 
N1P: 198208112014042001 

Meogctahui, 
Kerua Begian Hukum Perdala 

lolrr 
Sri Tunlbniyah, S.H., M.Hum. 

NIP: 196511011992032001 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Indonesia salah satu Negara yang sedang berkembang disegala bidang salah 

satunya dibidang ekonomi untuk mewujudkan kemajuan ekonomi dalam hal 

mewujudkan amanat konstitusi sebagaimana terdapat didalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 anelia ke empat yang menyatakan “untuk memajukan 

kesejahteraan umum segenap bangsa indonesia” dan untuk mewujudkan 

pembangunan ekonomi Indonesia maka pemerintah menyediakan berbagai fasilitas 

dan kemudahan dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga 

negara Indonesia. 

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Ekonomi Indonesia, bidang hukum 

meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya ialah lembaga jaminan 

hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh 

perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan 

jaminan demi keamanan pemberi kredit tersebut. 

Hukum Jaminan dapat diartikan sebagai himpunan ketentuan yang mengatur 

atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang – piutang (pinjaman uang) 

yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini1.  

                                                           
1M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta, PT 

RajaGrafindo Pustaka Persada, 2012, hlm 3 
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Seiring perkembangan zaman dan adanya kebutuhan masyarakat yang 

meningkat maka Indonesia mengadakan pembahruan hukum yang berpengaruh besar 

dalam bidang hukum keperdataan di indonesia dengan dibentuknya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hal ini secara 

tidak langsung berdampak pula kepada perkembangan hukum jaminan dan lembaga 

jaminan di Indonesia.  

Perubahan yang terjadi dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut 

(UUPA) adalah dengan adanya lembaga jaminan baru yaitu Lembaga Jaminan Hak 

Tanggungan. Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA yang 

berdampak pada hukum jaminan dan lembaga jaminan tersebut dapat dilihat 

berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA 

menyatakan bahwa :  

“Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik dan hak guna 

bangunan tersebut dalam Pasal 25,33,dan 39 diatur dengan undang-

undang”. 

 

Selain itu didalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA 

yang menyatakan bahwa :  

“Selama undang-undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam Pasal 

51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan– ketentuan mengenai 

hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia 

dan credietverband tersebut dalam s. 1908-542 sebagai yang telah diubah 

dengan S.1937-190”. 
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 Berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 UUPA maka pembaharuan Hukum Jaminan di Indonesia dengan 

timbulnya lembaga jaminan baru yaitu lembaga jaminan hak tanggungan yang 

diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia akan kebutuhan 

perkreditan dalam rangka memajukan kehidupan masyarakat dibidang ekonomi dan 

kesejahteraan hidup2. 

Permasalahan baru berkaitan dengan apa yang diamantkan oleh Pasal 51 dan 

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA yang mengamantakan tentang 

harus dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang Hak Tanggungan tersebut  

diperlu waktu yang cukup lama untuk pemerintah dan dewan perwakilan rakyat 

merancang undang-undang yang mengatur Hak Tanggungan sebagaimana yang diatur 

didalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA.  

Setelah menunggu 34 tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 UUPA yang mengamatkan untuk dibuat suatu undang-undang yang mengatur 

tentang lembaga jaminan baru yaitu lembaga jaminan Hak Tanggungan akhirnya 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berhasil mengundangkan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda 

Yang Berkaitan dengan Tanah yang mulai berlaku sejak 9 April 1996 yang 

                                                           
2Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan 

dan Jaminan Perseorangan. Yogyakarta,Liberty Yogyakarta,1980,hlm 1  
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selanjutnya Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebut dengan Undang-Undang 

Hak Tanggungan (UUHT)3.   

Kehadiran Lembaga jaminan Hak Tanggungan ini dimaksudkan sebagai 

pengganti dari hypotheek sebagaimana diatur didalam Buku II KUHPerdata 

sepanjang mengenai tanah dan Credietverband yang diatur dalam Staatblad 1908-542 

sebagaimana telah diubah dengan staatsblad 1937-190, yang berdasarkan Pasal 51 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA masih berlaku sementara sampai 

dengan berlakunya undang-undang Hak Tanggungan4. 

Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 UUHT menyatakan bahwa : 

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah,yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu 

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

kreditor lain”. 

 

Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 UUHT diatur juga mengenai 

hak atas tanah yang dapat dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan hal itu dapat 

dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 UUHT 

yang menyatakan bahwa :  

“Hak atas tanah yang dapat dibebankan Hak Tanggungan adalah :  

a. Hak milik, 

                                                           
3Sjahdeini, Remy, Hak Tanggungan asas-asas ketentuan – ketentuan pokok dan masalah 

yang dihadapi oleh perbankan.Bandung, Penerbit Alumni, 1999, hlm 1 
4Adrian Sutendi , Hukum Hak Tanggungan. Jakarta, Sinar Grafika , 2010,  hlm 1  
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b. Hak Guna Usaha, 

c.  Hak Guna Bangunan”.  

 

Selain ketiga hak atas tanah tersebut didalam Pasal 4 ayat 2 juga menjelaskan 

bahwa : 

“Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai 

atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan 

dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak 

Tanggungan”. 

  

Selain itu berdasarkan Undang Nomor 4 Tahun 1996 UUHT Pasal 4 ayat (3) 

juga menjelaskan bahwa : 

“pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah hak milik akan 

diatur lebih lanjut dengan perarturan pemerintah”.    

 

Dari beberapa Hak atas tanah yang dapat dijadikan objek Jaminan Hak 

Tanggungan diatas Hak Pakai Atas Tanah merupakan salah satu objek Jaminan Hak 

Tanggungan menarik untuk dibahas. Hak Pakai memiliki pengertian yang dapat 

dilihat di dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA yang 

menyatakan bahwa : 

“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain,yang 

memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-

menyewa atau perjanjian pengelolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan – ketentuan undang-undang ini”.  

 

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 UUPA menyatakan bahwa : 
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“Hak Pakai dapat diberikan :  

a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya digunakan 

untuk keperluan yang tertulis ;  

b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa 

berupa apapun”. 

 

Melihat definisi dan jangka waktu Hak Pakai Atas Tanah diatas maka akan 

menimbulkan permasalahan hukum terhadap Hak Pakai Atas Tanah yang dapat 

dijadikan jaminan Hak Tanggungan yaitu bagaimana kekuatan hukum kreditur yang 

memberikan kredit kepada debitur yang menjaminkan Hak Pakai Atas Tanah sebagai 

objek jaminannya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

UUHT, sebagaimana diketahui bahwa Hak Pakai memiliki jangka waktu dalam 

penguasaan hak tersebut sedangkan Sifat jaminan Hak Tanggungan Kreditor 

Pemegang Hak Tanggungan mempunyai Hak mendahului dari kreditor-kreditor 

lainnya (Droit De Preference)5,  

Berdasarkan hal tersebut dapat menimbulan berbagai permasalahan hukum 

yang berkenaan dengan Hak Pakai Atas Tanah yang dijadikan Objek Hak 

Tanggungan diantaranya tentang kekuatan hukum kreditor dalam memberikan kredit 

dengan jaminan hak pakai dan Kekuatan Eksekutorial  terhadap Hak Pakai Atas 

Tanah yang dijadikan objek Jaminan Hak Tanggungan apabila terjadi Wanprestasi 

terhadap Kreditur. mengingat di dalam pengertian Hak Pakai Atas Tanah yang 

menyatakan bahwa  “Hak untuk menggunakan,memungut hasil dari tanah yang 

                                                           
5Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia. Jakarta, Penerbit Djambatan, 2008, hlm 416.  
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dikuasai” bukan merupakan Hak Milik oleh sebab itu akan muncul permasalahan 

hukum terhadap Hak Pakai yang dijadikan objek Jaminan Hak Tanggungan,  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas 

Persoalan tersebut diatas dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum 

Hak Tanggungan Dengan Objek Hak Pakai Atas Tanah”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka permasalahan 

yang  akan dibahas dalam skripsi ini adalah :   

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Jaminan Hak Tangungan Dengan Objek Hak 

Pakai Atas Tanah ? 

2. Bagaimana Upaya Kreditur yang dijamin Hak Tanggungan dengan Objek 

Hak Pakai Atas Tanah Dalam Hal Debitur Wanprestasi ?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Jaminan Hak Tangungan Dengan 

Objek Hak Pakai Atas Tanah  

2. Untuk Mengetahui Upaya Kreditur yang dijaminkan Hak Tanggungan 

dengan Objek Hak Pakai Atas Tanah dalam Hal Debitur Wanprestasi.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan 

sebagai dasar acuan teoritis dalam membahas dan mempelajari Hak Pakai Atas Tanah 

sebagai objek jaminan Hak Tanggungan. 

2. Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi 

hukum, Akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan kasus-kasus 

yang berkenaan dengan Hak Pakai Atas Tanah sebagai objek Jaminan Hak 

Tanggungan. 

E. Ruang Lingkup 

Untuk menunjang agar terarahnya penulisan skripsi ini dan tidak menyimpang 

dari judul penulisan dikarenakan luasnya cakupan bidang Hukum Jaminan khususnya 

Jaminan Hak Tanggungan yang memiliki beberapa objek yang dapat dijadikan 

Jaminan Hak Tanggungan maka dalam pembahasaan penulisan skripsi ini penulis 

hanya membatasi pada Hak Pakai Atas Tanah yang dijadikan objek Jaminan Hak 

Tanggungan.  

F. Kerangka Teori  

Kerangka Teori adalah adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, 

teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi 

bahan perbandingan pegangan teoritis6. 

                                                           
6M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80. 
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Dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa teori yang dalam 

penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Teori Persetujuan/Perjanjian  

Ketentuan umum mengenai persetujuan diatur didalam Bab II sedangkan 

ketentuan khusus diatur didalam Bab V s/d XVIII ditambah Bab VII A. Ketentuan-

ketentuan umum mengenai terjadinya dan hapusnya perikatan seperti yang terdapat 

dalam Bab I dan Bab IV pun bertalian dengan perikatan yang terjadi karena 

persetujuan7. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan sebagai 

berikut  : 

“Suatu Persetuajuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. 

 

Selain pengertian yang terdapat didalam pasal 1313 KUHPerdata, Definisi 

perjanjian/persetujuan dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli yang memberikan 

definisi-definisi tentang perjanjian diantaranya : 

a. Prof R, Subekti., S.H  

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut 

yang dinamakan perikatan, Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua 

orang yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian 

                                                           
7R Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 49  
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perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau 

ditulis8 

b. Dr. Herlien Budiono, S.H.  

Perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan 

tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang 

(pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari pihak yang 

menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak 

yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan9.  

c. R Setiawan, S.H. 

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih10. 

d. Abdulkadir Muhammad, S.H.  

Suatu Perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan11. 

Berdasarkan berbagai definisi diatas pada dasarnya para ahli hampir sama 

dalam mendefinisikan pengertian dari perjanjian atau persetujuan.Pada intinya 

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban 

kepada para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. 

                                                           
8Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermasa, 2002, hlm 1 
9Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang 

Kenotariatan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 3  
10R Setiawan,Op. Cit, hlm 49 
11Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, Alumni, 1982, hlm 78  
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Sebelum perjanjian yang dibuat antara pihak baik kreditur maupun debitur 

menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUHPerdata diberikan 

berbagai asas umum yang merupakan pedoman atau patokan-patokan serta menjadi 

batasan atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat 

hingga akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi parak pihak baik kreditur 

maupun debitur yang dapat dipaksakan pelaksanaannya, berikut ini berbagai asas – 

asas umum hukum perjanjian yang diatur didalam KUHPerdata yaitu12. :  

(1) Asas Personalia  

Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa : 

“Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri 

atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. 

 

Dari rumusan tersebut dapat di ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian 

yang dibuat seseorang dalam kapasitasnya sabagai individu,subjek hukum pribadi 

hanya akan berlaku atau mengikat untuk dirinya sendiri.  

Jika melihat lebih lanjut ketentuan yang diatur didalam KUHPerdata, maka 

akan ditemui pada pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : 

“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang 

membuatnya”. 

“Suatu Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga dan perjanjian tidak 

dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang 

ditentukan dalam pasal 1317”. 

 

                                                           
12Kartnini Muljadi,Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta, PT 

RajaGrafindo, 2006, hlm 14  
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Rumusan yang diberikan dalam pasal 1340 KUHPerdata tersebut juga secara 

jelas dan tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian diadakan antara 2 pihak hanya 

berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak tersebut.Pihak ketiga manapun juga 

diluar pihak yang bersepakat tidak dapat dirugikan kepentingannya, karena adanya 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.Demikian 

juga bahwa pihak ketiga diluar para pihak yang berjanji tidak dimungkinkan untuk 

memperoleh keuntungan sari suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang 

saling bersepakat tersebut13. 

Ketentuan yang diatur dalam pasal 1340 KUHPerdata tersebut, Rumusan 

pasal 1341 KUHPerdata menentukan lebih lanjut yang menyatakan bahwa : 

“Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala 

tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama 

apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika 

tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau 

untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu 

mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.” 

“Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-

barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. 

Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan 

debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan 

tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan 

para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui 

hal itu atau tidak”.  

 

Prinsip yang diatur didalam pasal 1341 KUHPerdata tersebut sering dikenal 

dengan nama Actio Pauliana. Dengan ketentuan Action Pauliana ini kreditor yang 

                                                           
13Kartnini Muljadi,Gunawan Widjaja,Op,cit, hlm 25 
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dirugikan oleh perbuatan atau tindakan debitor sebagai akibat peralihan harta 

kekayaan dapat memohonkan pembatalan perbuatan atau tindakan debitor tersebut14. 

Jika kembali pada ketentuan pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa : 

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang 

sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-

perikatan perorangan debitur itu”. 

 

Jelas KUHPerdata bermaksud memberikan perlindungan bagi setiap pihak 

yang melakukan hubungan hukum. Setiap pihak yang mengikatkan diri dengan pihak 

lain dengan membuat perjanjian patut diduga mengetahui keadaan dari harta 

kekayaan lawan pihaknya yang demikian memberikan padanya pertimbangan dan 

keputusan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Dalam hal seseorang sudah 

memutuskan utnuk membuat perjanjian, karena pertimbangan bahwa lawan pihaknya 

memiliki harta kekayaan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam 

perjanjian yang dibuat tentunya harus dilindungi dengan tujuan agar maksud 

dibuatnya perjanjian tersebut dapat dipenuhi untuk kepentingan tersebut maka di 

perlukannya adanya hak dalam bentuk Actio Pauliana. 

(2)  Asas Konsensualitas 

Asas Konsensualitas pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan 

antara dua atau lebih orang telah mengikat dan karenanya telah melahirkan kewajiban 

bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut. Meskipun dalam asas ini 

kesepakatan telah tercapai dalam ucapan lisan semata-mata, ini berarti pada 

                                                           
14Kartnini Muljadi,Gunawan Widjaja,Op,cit, hlm 25 
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prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak 

yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian untuk menjaga 

kepentingan pihak debitor (pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) 

diadakanlah suatu bentuk formalitas atau persyaratkan adanya suatu tindakan nyata 

tertentu15.  

Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat ditemui dalam 

rumusan pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

3. Suatu hal tertentu  

4. Suatu sebab yang halal 

 

KUHPerdata tidak memberikan rumusan lebih jauh mengenai formalitas 

kesepakatan yang dipenuhi, kecuali dalam berbagai ketentuan khusus. 

(3) Asas Kebebasan Berkontrak  

Seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan 

dasar hukum nya pada rumusan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

3. Suatu hal tertentu  

4. Suatu sebab yang halal 

 

Jika asas konsensualitas menemukan keberadaannya pada ketentuan angka 1 

dari Pasal 1320 KUHPerdata, maka asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar 

eksitensinya dalam rumusan angka 4 pasal 1320 KUHPerdata, dengan asas kebebasan 

                                                           
15Abdulkadir Muhammad, Op,cit, hlm 85 
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berkontrak ini para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan 

untuk menyusun dan membuat kesepakataan atau perjanjian yang melahirkan 

kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut 

bukan lah sesuatu yang terlarang, ketentuan pasal 1337 KUHPerdata menyatakan 

bahwa : 

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang pleh undang-undang, atau 

apabila berlawanan  dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.  

 

Bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh 

setiap orang.Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah 

satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang 

dilarang. 

Secara prinsip dapat dikatakan bahwa yang dinamakan sebab atau causa yang 

halal tersebut bukan lah pengertian sebab atau causa yang dipergunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, yang menunjukan pada suatu yang melatarbelakangi terjadinya 

suatu peristiwa hukum. Hukum tidak perna berhubungan atau tidak perlu mengetahui 

apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa 

prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-

undang16. 

                                                           
16Kartnini Muljadi,Gunawan Widjaja,Op,cit, hlm 47 
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Dengan ketentuan demikian berarti tidak dipenuhinya ketentuan mengenai 

clausal halal hanya mengakibatkan perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut 

menjadi perikatan alamiah. 

(4)  Pacta Sunt Servanda  

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa : 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya”. 

 

Dalam Pasal 1338 ayat 1 tersebut dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang 

telah disepakati disetujui oleh para pihak haruslah dilaksanakan oleh para pihak 

sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak tidak 

melaksanakannya maka pihak lain dalam perjanjian tersebut berhak untuk 

memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku17. 

Dalam pelaksanaan Asas Pacta Sunt Servanda tersebut terhadap hak 

kebendaan undang-undang mensyaratkan dilakukannya publisitas atas suatu bentuk 

perjanjian yang dibuat.Ini merupakan bagian dari formalitas yang wajib dipenuhi 

untuk memberikan beban pembuktiaan yang luas pada masyarakat yang luas agar 

perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian tersebut dapat mengikatkan masyarakat 

yang luas. 

Dengan adanya keharusan yang diamantkan oleh undang-undang terhadap 

publisitas atas suatu perjanjian berdampak terhadap hal yang nyata yaitu adanya 

                                                           
17Kartnini Muljadi,Gunawan Widjaja,Ibid, hlm 59 
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pemberian kewajiban untuk melaksanakan pencatatan dan publikasi atas suatu 

perjanjian penjaminan yang merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian 

pokok yang bersifat perseorangan18. 

Dengan dilaksanakannya kewajiban pencatatan dan publikasi tersebut, hak 

perseorangan yang terbit dari perjanjian assesoir penjaminan terebut diberikan hak 

kebendaan yang bersifat droit de suit dan droit de preference dimana pemegang 

hakatas jaminan kebendaan tersebut memiliki hak yang mirip atau serupa dengan 

pemegang hak milik atas kebendaan yang dijaminkan secara kebendaan tersebut yaitu 

hak yang melekat atas kebendaan yang dijaminkan kemanapun kebendaan tersebut 

dialihkan19.   

2. Teori Wanprestasi  

Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang 

di perjanjikannya baik perbuatan si debitur alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga 

debitur melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak 

boleh di lakukannya.  

Wanpersatsi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat 

macam yaitu20 : 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;  

b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana di 

perjanjikan ;  

                                                           
18Kartnini Muljadi,Gunawan Widjaja,Op,cit, hlm 63 
19Kartnini Muljadi,Gunawan Widjaja,Ibid, hlm 64 
20Subekti, Op,cit, hlm 35 
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c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;  

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;  

Karena Wanprestasi mempunyai akibat – akibat hukum yang begitu penting 

maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah di berhutang (Debitur) melakukan 

wanprestasi atau lalai dan kalau pun hal itu benar harus lah dibuktikan terlebih 

dahulu. Apabila si berhutang (Debitur) melakukan hal tersebut maka kreditor harus 

mengikatkan debitur untuk melaksanakan perjajian yang telah mereka sepakati, 

tentang cara memperingatkan seorang debitur maka hal tersebut dapat dilihat dalam 

Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : 

“Si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah 

akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri jika ini 

menetapkan bahwa siberhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya 

waktu yang ditentukan”. 

 

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih 

janjinya seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata tersebut diatas atau 

sudah dengan tegas ditagih janjinya seperti yang dinyatakan diatas maka jika debitur 

tetap tidak melakukan prestasinya ia berada dalam keadaan alpa dan lalai maka 

kreditor dapat memintakan saksi terhadap perbuatan debitur yang dianggap 

melakukan Wanprestasi.  

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang (siberhutang atau debitur 

sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa saksi atau 

hukuman yaitu21 :   

                                                           
21Subekti, Op,cit, hlm 47 
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a. Ganti Rugi 

 Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-

ketentuan tentang apa yang dimaksud ganti rugi tersebut, Ketentuan-ketentuan itu 

merupakan pembatasan dari apa yang boleh di tuntut sebagai ganti rugi. Dengan 

demikian seorang debitur yang lalai atau alpa masih juga dilindungi oleh undang-

undang terhadap kewenangan-kewenangan kreditur.  

 Hal tersebut diatas dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1247 KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa : 

“Siberhutang hanya dapat diwajibkan mengganti biaya ganti rugi dan 

Bungan yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu 

perjanjian dilahirkan kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu 

disebabkan karena sesuatu tipudaya yang dilakukan olehnya” . 

 

 Selain itu dalam Pasal 1248 menjelaskan lebih lanjut yang menyatakan 

bahwa : 

 “Bahkan jika hak tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu 

daya si berhutang pengganti biaya, rugi dan Bungan sekedar mengenai 

kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang 

baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak 

dipenuhinya perjanjian”. 

 

 Dengan demikian dari rumusan pasal-pasal dan penjelasan diatas maka ganti 

rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan 

akibat langsung dari Wanprestasi. 

b. Pembatalan Perjanjian  

 Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali 

pada keadaan sebelum perjanjian diadakan, kalau suatu pihak sudah menerima suatu 
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dari pihak lain baik uang maupun barang maka itu harus dikembalikan, Pokok 

perjanjian itu ditiadakan. 

 Pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi pihak debitur diatur 

didalam Pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : 

 “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal 

balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal 

demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus 

dimintakan kepada Pengadilan.“Permintaan ini juga harus dilakukan, 

meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di 

dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, 

maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa 

memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka 

waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”.  

 

 Dengan demikian pembatalan perjanjian membawa kedua belah pihak dalam 

keadaan sebelum perjanjian diadakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik 

dilahirkannya perjanjian, apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus 

dikembalikan kepada pihak yang lainnya.  

c. Peralihan Resiko  

 Pengertian Resiko dapat ditemukan di dalam Pasal 1237 ayat 2  KUHPerdata 

yang dimaksud resiko adalah “ kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu 

peristiwa diluar kesalahan satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek 

perjanjian.     
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d. Membayar Biaya Perkara  

 Tentang membayar biaya perkara tersimpul dalam suatu peraturan hukum 

acara bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (Pasal 181 

ayat 1 H.I.R). 

3. Teori Perlindungan Hukum  

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan 

atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.  

Berkaitan dengan Jaminan, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak Kreditur atau debitur dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 

hak-hak tersebut. 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum 

atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.22 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak 

                                                           
22 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm. 74.   
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sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.23 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah 

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban 

dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.24 

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua 

macam, yaitu : 25 

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif  

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum 

yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil 

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus 

mengenai perlindungan hukum preventif.  

 

                                                           
23 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3 
24 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, 

magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14 
25Philipus M Hadjon Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang 

Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PTBina Ilmu,Surabaya,1987, Hlm 30. 
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b. Sarana Perlindungan Hukum Represif  

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari 

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 

menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang 

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara 

hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 

Apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian, maka perlindungan ini sangat 

penting bagi para pihak agar posisi tawar para pihak dalam suatu perjanjian adalah 

seimbang, sehingga tidak ada suatu ketimpangan dimana pihak yang satu 

membebankan kewajibannya kepada pihak lain sehingga memberatkan pihak lain. 

Hal ini juga berkaitan dengan suatu asas yang terdapat dalam perjanjian yaitu asas 

keseimbangan. Yang menuntut agar pihak yang terlibat dalam perjanjian 

melaksanakan perjanjian sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. 

G. Metode Penelitian  

Metode Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah :  
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1. Metode Pendekatan : 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga sering 

disebut sebagai penelitian perpusatakaan atau studi dokumen, Disebut penelitian 

hukum doktriner atau penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan atau 

ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum 

yang lain26.  

Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian 

ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada 

diperpustakaan27. 

Selain itu penelitian ini juga menggunakan data empiris sebagai data 

penunjang terhadap penelitian ini, data empiris memiliki pengertian penelitian yang 

memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur 

dan lain-lain28.  

Penelitian empiris bertitik tolak dari data primer, data primer adalah data yang 

didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian 

lapangan berupa pengamatan, observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner29. 

                                                           
26Bambang Waluyo,Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 13 
27 Bambang Waluyo, ibid., hlm 14 
28Ahmad Ali, Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, 

Kencana, 2012, hlm 2 
29Bambang Waluyo, Loc. Cit, hlm 16 
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Dalam penelitian empiris ini penulis memilih metode wawancara dengan 

Pihak Bank BRI Kantor Cabang Pembantu KM 5 Palembang sebagai data penunjang 

terhadap penelitian normatif yuridis. 

Dengan demikian Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji dan menelaah 

data yang berasal dari sumber kepustakaan,dengan data sekunder sebagai data utama 

dan ditunjang dengan data primer.  

2. Bahan Hukum  

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum 

yang terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim30. 

Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum primer akan 

mengacu pada Perundang-undangan nasional indonesia yang berlaku antara lain 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan 

Tanah (yang selanjutnya disebut UUHT), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

                                                           
30Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta, Prenadamedia Group, 

2014, hlm 181 
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Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai 

atas Tanah dan Peraturan-peraturan yang terkait. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, kamus –kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan31. 

Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum sekunder akan 

mengacu kepada tulisan - tulisan, buku - buku, artikel - artikel, jurnal - jurnal dan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini.  

3. Sumber Bahan Hukum 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis yang 

terdiri dari :  

a. Bahan Hukum Sekunder 

Adalah data yag diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu 

memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan 

objek penelitian hasil penelitian,jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan 

dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukan jalan pemecahan 

permasalahan penelitian32. 

                                                           
31Peter Mahmud Marzuki, ibid., hlm 181 
32Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum, UI- Press, Jakarta,1986, hlm 12 



 
 

27 
 

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan 

penelitian ini sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat 

“trial and error”33. 

Dengan demikian Metode pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam 

penelitian ini dengan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari 

perundang-undangan,peraturan-peraturan dibawah nya yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan skripsi ini. 

b. Bahan Hukum Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu melalui 

wawancara.Wawancara adalah situasi peran antar – pribadi bertatap muka (face to 

face), ketika seseorang-pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada seseorang responden34. 

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan wawancara dengan pihak yang 

berkompeten dan terkait dengan penelitian ini di BANK BRI Cabang Pembantu    

KM 5 yang kemudian data tersebut dipakai sebagai data penunjang terhadap data 

sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini. 

                                                           
33Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, 

hlm 112 
34Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 

2010, hlm 82  
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4. Analisis Bahan Hukum  

Bahan Hukum yang sudah diperoleh atau terkumpul kemudian dianalisis 

secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data tersebut dalam bentuk 

kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan35. 

H. Sistematika Penulisan 

Pada Skripsi Penelitian ini akan diuraikan menjadi 4 Bab uraian bab-bab 

tersebut adalah : 

BAB I 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah,tujuan 

penelitian,ruang lingkup penelitian,kerangka konseptual, metode penelitian.               

BAB II 

Di dalam bab ini akan menyajikan Tinjauan Pustaka tentang perjanjian, Hak 

Tanggungan yang di dalam sub bab nya membahas tentang Perjanjian, asas serta 

syarat perjanjian, Mengenai Hak Tanggungan, Objek Hak Tanggungan, Kedudukan 

Kreditur serta Upaya Hukum Kreditur dalam hal Debitur Wanprestasi. 

BAB III  

Pembahasan dan hasil penelitian, di dalam bab ini akan diuraikan mengenai 

pembahasan dan hasil penelitian mengenai masalah masalah yang akan dibahas di 

dalam penelitian ini. 

 

                                                           
35Bambang Waluyo, op, cit.,hlm  17 
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BAB IV  

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terkait 

dengan hasil penelitian. 

- Daftar Pustaka 

-Lampiran
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